PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 1% TAHUN 1986
~ TENTANG
USAHA PONDOK WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR,

Honiﬁbang ! a.

b

Mengingat t 1,

bahwa urusan Pondok Wisata merupakan saleh satu urussn Pemg
ristahan dalam bidang Kepariwisataan yang telah diserahkane
kepada Daerah Tingkat I dan merupakén éalgh satu sumber pep
dapatan Daerash yang helum ada pengaturannya,

bahwa berhubung dengan itu, maka dianggap perlu menetapkan=
Peraturan Daersh ‘ropinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Ti
mur tenfang Usaha Pondok Wisata,

Undang=undang Nomor 5 tehun 19?# tentang Pokok-pokok Peme =
rintahan di Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Ta=
hun 1974 Nomor 38, Tambshan “embaran Negara Republik Indong

 sia Nomor 3037 )

-

Undangnundang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Dae-

reh=daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat den Musa =
Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik_Ihdoneaia Tahun -
1958 Nomor 115, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia

. Nomor 1649 )

s

Se

6.

Undang-undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Fembentukan Dag
rah=daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I
Bali, Nuse Tenggara Barat dan Musa Tenggara Timur { Lembar-
an Negara Republik Indonesiam Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indenesim Nomor 1655 ) 3 '
Undeng~undang Nomor 12Drt tohun 1957 tentang Peraturan Umum
Retribusi -Paerah ( Lembaran Negara Rapublik Indonesia tahun
1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Fepublik Indonesia=
Nomor 1288 ) ; | '

Pgraturan Pemerinteh Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1979.
tentang Penyerahan Sebahagian Urusen Pemerintahan Dalam Bi-
dang Kepariwisatasn kepada Paerah Tingkat I ( Lambaran Nega
ra Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 34, Tembahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3144 ) 3

Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Ng
geri Nomor KM,292/HK,205/Phb~79 dan Nomor 208 Tahun 1979 =
tenteng Pelaksansan Peraturan ‘emerintah Nomor 24 Tahun =
1979
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7. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor -
KM, 74/PW, 105/MPPT=85 tentang Peraturan Usaha Pondok Wisata.
Déngan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Dag=
rah Tingkat I Nusa Tenggara Timur. ' '
MEMUTUSKAN
Menetapkan ¢ PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR
' TENTANG USAHA PONDOX WISATA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pagal 1.
Dalam Persturan Daerah ini yang dimaksud dengan 3 | .

aes Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat
I Nusa Tenggara Timur j '

b, Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisaté Propinei Daerah =
lé', : ' Tingkat I Nusa Tenggara Timur :
I ce Pondok Wisata adalah suatu -saha perorangan dengen mempergu=-
nakan sebaglan dari rumah tinggalnya untuk penginapan bagi -
. setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian.

BAB II

BENTUK USAHA DAN PERMODALAN
Pagal 2

(1) ‘Usaha Pondok Wisate berbentuk Usaha Perorangan $ . .
(2) Modal Usaha Bondok Wisata ¢. v liki oleh Warga Negara Indonesine

BAB II1.

PERSYARATAN PENGUSAHAAN

Pagal 3

{1) Pengusahaan Pondok Wisata adalah ussha penyedisan pelayanan
penginapan §
(2) Pengusahaan Pondok Wisate dapat menyediakan jasa pelayanan=
" makan dan minum sebagai jasa tambahén; '
(3) Pengusahaan Pondok Wisata harus memenuhl persysratan sebaght
mana tercentum padae Lempirca Peraturan Daerah indy

Pasal . ll' [T Y X

=
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_ Pagal 4
Pengelola Pondok Wisata berkewajiban untuk 2

| a. memberikan laporan mengenai tingkat penghunian kamar secara ber

kala kepada Gubernur Kepala Daerahj

be mencegeh penggunaan Pondok Wisata dari kegiatannkegiatan yang -
dapat menggangeu keamanan dgn ketertiban umum serta yang melang
gar kesusilaanj | |

Ca memelihaga-hygiene dan sanitasi serta pekarangannya sesual -
dengan peraturén perundang-unda;gﬁh yang berlakus

de menetapkan persydratan penchunian kamar termasuk tarif kamar dan

diletakksn ditempat yang mudsh dilihat dan dibaca oleh tamu Pon.

dok Wisata. -

BiAB v
PERIJINAN

Pagal 5
Setiap pengusaha Pondok Wisata harus memiliki Ijin Usahae

Pasal 6

(1) Ijin Usaha Pondok Wisata dikeluarkanboleh Gubernur Kepala Dag
rahg . '

(2) Ijin Usaha diberiken untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan =
dapat diperbaharui'

(3) Tata cara untuk mempercleh 131n Usaha Pondok Wisata ditetapkan
oleh Gubernur Kepala Daerah.

BaAB V
i PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pagal 7

(1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh CGubernur Kepala Daerah
(2) Ijin usaha Pondok Wisata dapat dicabut apabila !

ae Memperolehnya sscara tidsk syah 3
bes tidak memenuhi pereyaratan/ketentuan eabagaimana ditetapkan-
dalam Peraturan Dmerah ini,
(3) .Dolam hel-hal yang dianggap perlu, Gubernur Kepasla Daerah dapat
meminta laporan kepada pengelola Pondok Wisata,
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. B A B VI
FINGUTAN,TATA&tRA PEHUNGUTAN DAN PEN!ETORAN
Pagal 8

Untuk mempercle: Ijin Usaha Pondok Wisata diwajibkan membaysr Retre=
‘busi sebesar Rp.2T,000. .

Pa.sal 9

(1) Prggatan Retribusi dimaksud pada paaal 8 teraabut diatas dilak-

sanakan oleh Dinas Pex'!wisatae '
(2) Haeil pungutan Retribus: dimeksud pada ayat (1) tersebut distas =

digetor seluruhnya kepaia Pemegang Kas Propinsi Daerah Tingkat I

Nusa Tenggara Timure ' .
(3) Kepada Dinas Pariwisaia ciberikan vang pera.ngsang aebesar 5 % -

( 1ima prosen) dari hasil penystoran,

BAZ ., VIX
'KETENTUAN PIDANA

Pasa> 10

(1) Barang siapa melanggar kete&tuan-ketentﬁan sebagaimana dimeksud -
~ pada pasal 3, 4, 5, dan 8 Pawraturan Daerah in1 dapat dikenakan =
" huluman kurungan_selama-lammxa 6 {enam) bulan atau denda sebanyak
_-banyaic'nya Rpe50,000,~(1ima myinh ribu rupiah);
(2) Tindak pidana sebageimana dimexsud pada ayat (1) pasal ini adalah

. pelanggeran. | _ .
' _ | BAR VIII : '
KETENTUAN PRRALIFAN
Pagal 11

 Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1(sa{:u)__ tehun sejak berlakunya
Peraturan Daerah ini, maka Pondok Wisata yang sudah ada harus dise =

suaikan dengan parsy’aratan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan =

' .Daerah :I.ni.
' ' B ﬁl B IX

KETENTUAN LAINLAIN
_ Pasal, 12

Hal~hal lain yang belum diatur dalam Peratur.an Daerah ini skan di =
@etapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Dasersh sepan=
Jang mengenai pelaksanaannya.

BABR X enves
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BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Pgraturan Deerah ini mulai berlaku pada tanggel diundangkan dalam Lem
baran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

RAKYAT DAERAH PROPINSI - GU :
?9453;3;&1(,*;?‘1» ' MR,

‘mi

]

Diséhkan cleh Memteri Dalam Negeri

Diuxfdanglnﬁn'dalﬂm Lembaran Daerah Pro

dengan Surat Keputusen pinsi Daerah Tingkat I Nusa Terggara=-
Timur :

Nomor .otononorooo--c-.-ootu-'oao'on Nombr sussavones Tangsal ssssrinasens

Ta-ng@l ..o.oooooa..o-o'-ornuo.-oc-- sesnssesssrenaso Sori esasess

ros + rhm, \7’

DTSN A K AN

Dengan Sural b cputnvin Menteri Uiataap Negeri




Do WBGTe

ety

slenteri ol Ldooo da doliaroc.
Wdeaterd oueagnir di Josimrline

Gekretaris Jemderal conartenen Iidlan i

AL Jolnrta,

Divektur Jenderal Peumerintabwn . con Glongmd Doore

4

Jepartewen Delan dHerceri di Julnrto.

Gubernur Tepaln Deiemadl Tiogkat T Muoa Tenseara Thaue

di Kupiongs,

netun Devan Pervaliilan oiovat Docreoh Prooiasi Loo

kat I Huse Dengoors Caimar Al dubiiyg;.



PENJELASAN
ATHS

PERNTURAN DAER:H PROPINSI
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGiRn TIMUR

N © NOMOR 15 TAHUN . 1986
! ~ USiH\ PONDOK WISATA - .

T. PENJELiSAN UMUM : |

Kepariwisatann pada hukekatnya adalah keseluruhen kegiatan Pemerintah, Dunia
.. Usaha, den masyarakat yang ditujuksn untuk menata kebutuhan perjalsnan  dan
' pﬁq.(nsgahan_W1aatawan, dan karenanya kepariwisetaan perlu ditingkatkan man-
faatpya demi pembangunén Daerah. |
Peranan pariwisata selain sebagei ‘sumber pendapatan daerah Juga membuka ke =
sempatan berusaha dan lapangan kerja baru.
Bordasarkan isi dan jiwn Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1979 tentang -
thxarahan sebagian urusan Pemerintahan dalem Bideng Kepariwisatasn kepada'-
 Daerah Tingkat I, maka pengembangan Kepariwiaataan di Wilayah Propinsi Daerah
Tinskat I Nusa Tenggara Timur perlu diberikan arnh yang jeloe delam rangka -
‘pengisian otonomi yang nyata, dinamis dan bertangpung Jawab,. .
Peraturan Deerah ini dimaksudksn untuk mengatur secara jelas salnh satu urug
an yang diserahkan yaitu Urusan Pondok Wisata Demi tercapainya kesatuan tata
: cara péngaturan dan pembinaan di DPaerah, sesuai Surat Menteri Dnlam Negeri =
. Nomor 556/3670/PUOD tenggnl 20 September 1985 perihal tindek lanjut Peraturw
" an Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 Juncto Keputusan Menteri Perpostel Nomor =~
KM, 74/PW, 105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Pondok Wisata,

II, PENJELASAN PiSiL DEMI PASAL

Pagal 1 a dan b
Cuknﬁ jelas.-' _
| | Pasal 1 c
tidaek térmésuk:pengertian Pondok Wisata adalah :
‘ne Hotel, Losmen Penginapan Remaja den Perkemahan
b Asrama ‘Hnji, farama dan Rumah Pemondokan bagi Mahasiswa dan Pelajar 3
Ce Tbmpat Penginapan yang dikelcla oleh Instamsi Bemerintah,maupun Swasta -
‘yang khuuus digunakan eebagai tempat periatirahatan bagi karyawannya,

PRSQ I T I
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_ Pasal 2
ajﬁt_(1) : Yang-dimaksud-dengan usaha perorangan adalah suatu usnha yang ti
dak berbentuk badan hukufi stau persekutuan, yang dikelela oleh

satu keluarga dengan anggota keluarga terdekat sebagai pengelola.'

ayat (2) & Usaha Pondok Wisats tidak dibenarknn untuk menggunaken modal =
. asing baik sepenuhnya maupun patungan.,

i

Pasal 3 8/4 5

Cukup Jelas,

o ) Pasal 5
agat (1) : Cuwlcup jelas.
 ayat (2) : Cuknp jelas.
o _ Pasal 7 &/d 13
cuk_up_ jelas. |
_Ts.rha-




